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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan
pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana
bantuan hukum, perlu mengubah Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
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Mengingat

2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan

Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5248);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara
Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 186);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT
DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan
oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma
kepada Penerima Bantuan Hukum.

2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan
Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang
memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum.

3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau
kelompok orang miskin.

4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok
orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk
Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang

mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
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Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang
melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan
Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang
selanjutnya disebut Sidbankum adalah sistem
pelayanan administrasi bantuan hukum secara
elektronik yang diselenggarakan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional.

Hari adalah Hari kerja.

2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu)

ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 8

Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada kelompok
orang miskin melalui:
a. ceramabh;
b. diskusi; dan/atau
c. simulasi.
Dalam melakukan penyuluhan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum
menitikberatkan pada:
a. materi akses terhadap keadilan; dan
b. peraturan perundang-undangan di bidang

bantuan hukum;
Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon
Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan
kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi
formulir.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui
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dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau
pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon
Bantuan Hukum.

Format formulir permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 9

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi

syarat:

a.

peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit
15 (lima belas) orang dan paling banyak 30 (tiga
puluh) orang;

pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam
waktu paling singkat 2 (dua) jam;

penyuluhan hukum  dilaksanakan di tempat
kelompok orang miskin berdomisili; dan

materi yang  disampaikan = bertujuan untuk
membangun kesadaran dan kepatuhan hukum

masyarakat.

4. Ketentuan ayat (3) sampai dengan ayat (5) Pasal 10 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 10
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi
Bantuan Hukum.
Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua;

b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
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